
ten tang 
Dal am 
Negara 

l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pernbentu an Daerah-Daerah Kabupaten 
Lingkungan Propinsi .Jawa Tengah (Berita 
Republik [ndonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

Mengingat 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, adil, 
makmur, can sejahtera, serta menjunjung tinggi hak 
dan kewajiban warga negara, perlu menempatkan 
anaJisis dampak lalu lintas sebagai salah satu 
perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya 
peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan 
sosial; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan, 
keselarnatan , ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di 
Kabupaten Pemalang, perlu adanya penanganan 
dampak lalu lintas yang ditimbulkan dari kegiatan 
pcmbangunan; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, 
untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak 
laJu lintas bahwa pengembang atau pembangun harus 
menyarnpaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada 
Bupati, untuk jalan Kabupaten dan jalan desa; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
merietapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan 
Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Pemalang; 

PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR 33 TAHUN 2022 

TENTANG 
PENYELENGGARN N ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS 

or KABUPATEN PEMALANG 

DENGAN RAH1. AT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PEMALANG, 

BUPATI PEMALANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 



I 

TENTANG PENYELENGGARAAN 
LALU LINTAS DI KABUPATEN 

PERATURJ N BUPATI 
ANALISIS DAMPAK 
PEMALANG. 

MEMUTUSKAN : 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 13'.2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indone ia Nornor 5587); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angxutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 
Tahun 20'.10 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 
1.3 Tahun 1950; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan 
J · an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nornor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 6642); 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 7 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu 
Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 570) 

8. Pe aturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 
2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat 
(Lem baran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 201 7 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Pemalang Nornor 8); 
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12. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas mengawasi dan 
mengevaluasi implementasi pelaksanaan dokumen hasil Andalalin yang 
disampaikan oleh Pengernbang atau Pembangun. 

serta mengevaluasi 
pengembang atau 

9. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa 
lambang, huruf, angka, kaJimat, dan/atau perpanduan yang berfungsi 
sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna 
jalan. 

10. Dokumen Andalalin adalah hasil studi / kajian mengenai dampak suatu 
kegiatan dan/ a tau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan 
bagi proses pengambilan keputusan yang terdiri dari dokumen kerangka 
acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, dan dokumen manajemen 
dan rekayasa lalu lintas 

11. Tim Evaluasi Penilai adalah tirn yang menilai 
Dokumen Andalalin yang disampaikan oleh 
pembangun. 

Pemerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Pemalang. 
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang. 
5. Kepala Dinas Perhubu.ngan adalah Kepala Dinas Perhubungan 

Kabupaten Pemalang. 
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah 

serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari 
pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang 
hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu 
lintas. 

7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah 
satu kesatuan sistern yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, 
Jaringan L81u Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta 
pengelolaannya. 

8. .Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang 
berada pada perrnukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 
permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali 
Jalan rel dan Jalan kabd. 

unsur penyelenggara 
pelaksanaan urusan 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai 

Pemerintahan Daerah yang mermmpm 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 
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d. penyusunan Dokumen Anda1alin; 
e. penilaian dokurnen basil Andalalin; 
f. tindak lanjut basil Andalalin; 
g. sanksi administratif. 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi asas: 
a. asas, maksud dan tujuan; 
b. jenis pusat kegiatan, per mukiman dan infrastruktur; 
c. kriteria ukuran minimal Andalalin · 

' 

Pasal 2 

13. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan 
tingkat pelayanan lalu Iinras menjadi tingkat yang lebih rendah, 
diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/ atau usaha pada unsur jaringan 
transportasi jalan. 

14. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas 
untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan 
faktor kecepatan clan keselamatan. 

15. Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan 
dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi. 

16. Perencanaar; Pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen 
dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/ atau usaha tertentu 
yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan 
dan/ atau usaha sampai dengan jalan di sekitar suatu kegiatan dan/ atau 
usaha yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/ atau usaha 
terse but. 

17. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, 
pengaturan dan perneliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka 
mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, 
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. 

18. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok 
orang, atau perkurnpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik 
yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, 
permukiman, dan infrastruktur. 

19. Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas angkutan jalan adalah jumlah 
kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam 
puncak, yang dibangkitkan dan/ atau ditarik oleh adanya rencana 
pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur. 

20. Rata-rata perjalanan atau disebut trip-rate adalah rata-rata tingkat 
bangkitan atau tarikan la1u lintas dari suatu pembangunan pusat 
kegiatan, perm kiman dan infrastruktur yang besarannya dinyatakan 
dengan satuan tertentu, yang diperoleh dari analisis lokasi pembanding 
atau standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. 
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pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan 
yang akan menimbulkan gangguan keamanan, 

lcetertiban , dan kelancaran LLAJ wajib dilakukan 

Setiap rencana 
infrastruktur 
keselamatan, 
Andalalin. 

( 1) 

Pasal 6 

Tujuan dilakukannya Andalalin adalah untuk : 
a. memprediksi dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan pusat 

kegiatan, permukiman dan insfrastruktur; 
b. menentukan berituk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk 

mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat rencana pembangunan 
pusat kegiatan, permukiman dan insfrastruktur; 

c. menyelaraskan kebijakan - kebijakan mengenai tata guna lahan dengan 
kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta altematif 
peningkatan / perbaikan; 

d. mengidentifikasi masalah-rnasalah yang dapat mempengaruhi putusan 
pengembang atau pembangun dalam meneruskan rencana rencana 
pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan insfrastruktur yang 
diusulkan; 

e. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen 
dan rekayasa lalu lintas; 

f. menjadi alat pengeridali bagi Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi 
dampak lalu lintas dari rencana pembangunan pusat kegiatan, 
permukiman dan insfrastruktur. 

Pasal 5 

Andalalin dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh 
rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan insfrastruktur 
terhadap lalu lintas di sekitarnya. 

a. transparan; 
b. akuntabel; 
c. berkelanjutan; 
d. partisipatif; 
e. bermanfaat; 
f. efisiensi dan efektif; 
g. seimbang; 
h. terpadu; 
1. mandiri. 

Pasal 4 

Andalalin diselenggarakan de ngan memperhatikan asas: 

Pasal 3 
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(2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan 
infrastruktur ~,ebagair.nana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
pembangunan baru clan pengembangan. 

(3) Pusat kegiatan sebagai.rnana dimaksud pada ayat (1) berupa 
bangunan un tuk : 
a. kegiatan perdagangan (pusat perbelanjaan atau retain; 
b. kegiatan perkantoran; 
c. kegiatan industri dan pergudangan; 
d. kegiatan pariwisata, 
e. fasilitas olahraga (indoor atau outdoon; 
f. fasilitas pendidikan: 

1). sekolah y uriiversatas; 
2). lembaga kursus; 

g. fasilitas pelayanan · tmum; 
1). rumah sakit; 
2). bank. 

h. stasiun pengisian bahan bakar umum; 
1. hotel; 
J. gedung pertemuan; 
k. restaurant; 
1. rest area; dan/ a tau 
m. bangunan lainnya yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau 

tarikan lalu lintas. 
(4) Permukiman sebagair:nana dimaksud pada ayat (1) berupa : 

a. perumahan dan perm.ukimari: 
b. rumah susun dan aparternen; 
c. asrama; 
d. ruko; 
e. permukiman lain nya yang dapat menimbulkan bangkitan 

dan/ atau tarikan lalu lintas. 
(5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. akses ke clan dari jalan tol; 
b. pelabuhan; 
c. terminal; 
d. stasiun kereta ap ; 
e. pool kendaraan; 
f. fasilitas parkir untuk umum; 
g. jalan layang (flyouer); 
h. lintas bawah (under pass); 
1. terowongan (tu.nneij; 
J· jembatan dan/ atau 
k. infrastruktur Iairmya yang dapat menimbulkan bangkitan 

dan/ a tau tarikan lalu lintas. 
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(1) Pusat kegiatan, permukirnan dan infrastruktur yang wajib dilakukan 
Andalalin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) digolongkan 
dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang 
ditimbulkan sebagai berikut : 
a. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi; 
b. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan 
c. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah; 

(2) Kategori skala darnpak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dengan knteria sebagai berikut : 
a. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan 

yang mernbangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) 
perjalanan per jam; 

b. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan 
yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai 
dengan :, .500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan 

c. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan 
yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 
499 (empat ratus sernbilan puluh sembilan) perjalanan per jam. 

(3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada 
rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e dihitung berdasarkan : 
a. luas lantai bangunan; atau 
b. luas lahan. 

(4) Kategori skala darnpak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada 
rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 6 
ayat (3) huruf f dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan : 
a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; 

a tau 
b. jumlah siswa yang marnpu ditampung dalam satuan waktu tertentu. 

(5) Kategori skala dampa. Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada 
rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 6 
ayat (3) huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan : 
a. jumlah tempat tidur; atau 
b. luas bangunan. 

(6) Kategori skala darnpak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada 
rencana pernbanguna-i pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (3) huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf 1, dan huruf m 
dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan: 
a. jumlah dispenser; 
b. jumlah karnar: 
c. jumlah ternpat duduk; atau 
d. luas lantai barigurian. 

Pasal 7 
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Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, 
permukiman dan infrastn1ktur yang wajib dilakukan Andalalin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, tercantum 
dalam Lampiran I yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 10 

(1) Kategori skala darnpak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada 
rencana pembangunan infastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan dengan 
kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas sesuai dengan : 
a. hirarki; 
b. tipe; atau 
c. kelas. 

(2) Kategori skala darnpak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada 
rencana pembangunan infastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (5) huruf e dan huruf f dilakukan dengan kriteria yang dihitung 
berdasarkan kapasitas. 

(3) Kategori skala darnpak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada 
rencana pembangunan infastruktur lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (5) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dilakukan dengan 
kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas. 

(4) Rencana pernbanguna-i infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) merupakan jalan akses dari/ke jalan eksisting. 

(5) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, 
tidak wajib dilakukan Andalalin, 

Pasal 9 

(1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada 
rencana pembangunan permukiman sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ay ... t (4) huruf a dan huruf b dilakukan dengan kriteria yang 
dihitung berdasarkan jumlah unit. 

(2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada 
rencana pembangunan permukiman sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (4) huruf c , huruf d, dan huruf e dilakukan dengan kriteria 
yang dihitung berdas . ran : 
a. jumlah kamar; ata · 
b. luas lantai bangunar .. 

Pasal 8 
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(1) Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 
hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin. 

(2) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit rnerrru at: 

Pasal 13 

(1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan 
infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib 
melakukan Andalalin sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu 
Lintas. 

(2) Untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, pengembang atau 
pembangun wajib untuk menyampaikan dokumen hasil Andalalin yang 
disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun 
Andalalin. 

(3) Untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, pengembang atau 
pembangun wajib untuk menyampaikan rekomendasi teknis 
penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang 
memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin. 

(4) Untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, pengembang atau 
pembangun wajib memenuhi standar teknis penanganan dampak yang 
ditetapkan oleh Kepala Dinas dan menyampaikan gambaran umum 
lokasi dan rencana pernbangunan atau pengembangan yang akan 
dilaksanakan .. 

Pasal 12 

BAB II 
PENYUSUNAN ANDALALIN 

(1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) lebih besar dari 30% (tiga 
puluh persen) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin. 

(2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (5) lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas 
utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin. 

(3) Perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal wajib 
dilakukan Anda]alin. 

(4) Dalam hal pembangunan dan pengembangan pusat kegiatan, 
permukiman, clan infrastruktur yang mempunyai kriteria dibawah 
kriteria minimal Anda]alin maka perlu menyusun kajian Manajemen dan 
Rekayasa Lalu Lintas. 

Pasal 11 
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a . p erencanaan dan rnetodologi Andalalin, meliputi : 
1. penjelasan rencana pembangunan baru, pengembangan 

ata pen.ingkatan kepadatan; 
2. cak ipan wilayah kaiian berdasarkan rencana pembangunan 

atau pengembangan; 
3. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting 

maupun kondisi yang akan datang; 
4. metode analisis bangkitan/tarikan perjalanan, distribusi 

perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan jaringan 
5. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis; 
6. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun; 
7. kebutuhan pengumptrlan data lalu lintas; dan 
8 . Metodologi penyusunan dokumen Andalalin; 

b. analisis kondisi LLAJ saat ini (eksisting), meliputi : 
1. kondisi prasarana prasarana jalan paling sedikit memuat 

gernometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan 
melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan 
perlengkapan jalan; 

2. kondisi Ialu lintas eksisting paling sedikit memuat data 
historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, 
panjang antr ian , kecepatan rata-rata kendaraan, waktu 
perjalarian , data penumpang angkutan umum, pejalan 
kaki, dan pesepeda; dan 

3. kondisi angkut an jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, 
faktor memuat, jenis kendaraan dan waktu tunggu; 

c. analisis bangkitan clan tarikan LLAJ akibat pembangunan 
berdas.arkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan 
faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional; 

d. analisis distrib'usi perjalanan; 
e. analisis pernilib.ar moda; 
f. analisis pembebanan perjalanan; 
g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin, 

melip ti : 
1. simulasi kinerja Ialu lintas tanpa pembangunan; 
2. sirrrulaai kinerja Ialu lintas pada saat pembangunan; 
3. simulasi kinerja Ialu lintas pada saat operasional; dan 
4. simulasi kinerja Ialu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 

5 (lima) tahun setelah operasional; 
h. rekomendasi dan rencana implementasi perianganan dampak 

lalu lintas, m.elipi.rti: 
1. peningkatan kapasitas ruas dan/ atau persimpangan jalan; 
2. penyediaan angkutan umum; 
3. manajemen clan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan; 
4. manajemen kehutuhan lalu lintas; 
5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan / atau 

taman parkir; 
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6. penyediaan akse s keluar dan akses masuk untuk orang, 
kendaraan pribadi dan kendaraan barang; 

7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang; 
8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan; 
9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus; 
10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan; 
11. penyediaan sistern informasi lalu lintas; 
12. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan 

penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/ 
a tau 

13. penyediaan fasilitas penyeberangan. 
1. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang 

atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas 
sebagaimana dimaksud pada huruf h; 

J. rencana pemanta ran dan evaluasi yang memuat: 
1. pernarrtau an oleh Pemerintah Daerah, meliputi : 

a) pernantauan tcrhadap implementasi dari rekomendasi 
dampak; 

b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah 
pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk 
dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, 
dan infrastruktur; 

2. pemantauan oleh pengembang atau pembangun, meliputi : 
a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu 

lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, 
permukiman, d811. infrastruktur; 

b) pernantauan terhadap fasilitas parkir; 
c) pernantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas 

perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, 
permukiman, dan infrastruktur. 

k. gamba an umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, 
meliputi: 
1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; 
2. peta lokasi yang memuat jenis bangunan, rencana 

pembangunan baru, atau pengembangan; 
3. kondisi fisik sarana dan prasarana LLAJ di sekitar lokasi 

rencana pernb angtrrran baru, pengembangan atau 
peningkatan kepadatan; 

4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan 
baru, pengem bangan atau peningkatan kepadatan; dan 

5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di 
sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan 
atau peningkatan kepadatan; 
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(1) Persetujuan Dokume Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
ayat (1) berupa dokumen hasil Andalalin dan diberikan dalam jangka 
waktu paling lama .3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara 
lengkap dan mernenuhi persyaratan. 

Pasal 16 

(1) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan 
infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan, 
persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 
ayat ( 1) diberikan olel Bupati. 

(2) Persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan salah satu persyaratan Pengembangan atau Pembangunan 
untuk memperoleh perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian 
bangunan dan persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan 
hid up. 

Pasal 15 

(1) Untuk memperoleh persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13, Pengernbang atau Pembangun harus menyampaikan 
dokumen Andalalin kepada Bupati. 

(2) Dokumen Anclalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
mendapat persetujuan dari Bupati untuk jaringan jalan kabupaten 
dan/ atau jalan desa. 

(3) Penyampaian Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang 
ditimbulkan. 

(4) Penyampaian Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan 
perizinan berusaha lingkungan hidup. 

(5) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 
oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

(6) Format surat permohorian persetujuan Dokumen Andalalin sesuai 
dengan Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercan turn dalam Lam piran II yang meru pakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 14 

BAB III 
PENILAIAN HASIL ANDALALIN 
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(1) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan. 

(2) Dalam hal penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang dinyatakan belum mernenuhi persyaratan, Kepala Dinas 
Perhubungan sesuai dengan kewenanganya mengembalikan hasil 
analisis kepada Pengern bang atau Pembangun untuk disempurnakan. 

Pasal 20 

( 1) Tim Evaluasi Penilai se bagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan 
susunan keanggotaan terdiri atas : 
a. ketua; 
b. sekretaris; dan 
c. anggota; 

(2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebanyak 3 
(tiga) orang; 

(3) Biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kegiatan Tim Evaluasi 
Penilaian sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada 
anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenanganya. 

Pasal 19 

(1) Pemberian persetujuan basil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai. 

(2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang dibentuk 
oleh Bupati dengan Keputusan Bupati. 

(3) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 
aparatur sipil ncgara yang memiliki sertifikat kompetensi Penilai 
Andalalin. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pemberian persetujuan 
hasil Andalalin sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 18 

Bupati memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan hasil Andalalin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada Kepala Dinas 
Perhubungan. 

Pasal 17 

(2) Bentuk Persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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(1) Tim Monitoring clan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (4) bertugas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala 
untuk: 

Pasal 22 

(1) Pengembang atau Pembangun diwajibkan melaksanakan semua 
ketentuan yang tercantum dalam dokumen basil Andalalin yang tertuang 
dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat (5). 

(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban 
sebagaimana dimak sud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati. 

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
didelegasikan kepada epala Dinas Perhubungan. 

(4) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Kepala Dinas Perhubungan mengikutsertakan Tim Monitoring dan 
Evaluasi basil Andalalin. 

(5) Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hasil Andalalin dan/ a tau 
instansi terkait sebagaimaria dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur: 
a. Instansi Pembina bidang sarana dan prasarana LLAJ, sebagai ketua; 
b. Instansi Pembina di bidang jalan, sebagai anggota; dan 
c. Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai anggota. 

(6) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
merupakan aparatur sipil negara dan anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang memiliki sertifikat tim pengawas Andalalin. 

Pasal 21 

BAB IV 
PENG A WAS ANDALALIN 

(3) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang ctinyatakan telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas 
Perhubungan sesuai dengan kewenanganya meminta kepada 
Pengembang atau Pembangun untuk membuat surat penyataan 
kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam 
dokumen basil Andalalin. 

(4) Surat penyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai. 

(5) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(6) Pernyataa kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) harus terperruhi sebelum dan selama pusat 
kegiatan, permukiman dan infrastruktur dioperasikan. 

(7) Tim Evaluasi Penilai mengajukan usulan persetujuan basil Andalalin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Perhubungan. 
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(1) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan ketentuan 
sebagaimaria dirnaksud clalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) 
dikenakan sanksi administratif. 

Pasal 24 

BABV 
SA:\l"KSI ADMINITRA TIF 

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas penilaian, monitoring dan evaluasi 
dibentuk Sekretariat Penilaian, Monitoring dan Evaluasi Andalalin. 

(2) Sekretariat sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

Pasal 23 

a. melakukan pernantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
pemenuhan persetujuan hasil Dokumen Andalalin; dan 

b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaaan mitigasi penanganan 
dampak rekornendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan 
pemenuhan atas persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah 
ditetapkan. 

(2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan 
tindakan korektif terhadap rekomendasi persetujuan hasil Dokumen 
Andalalin. 

(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan pada masa: 
a. konstruksi; dan 
b. operasional. 

(4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilakukan setelah menyampaikan surat pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi kepada Pembangun atau Pengembang. 

(5) Surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ditandatangani oleh ketua Tim Monitoring dan Evaluasi. 

(6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan. 

(7) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Bupati dapat memberikan 
kewajiban-kewajiban ant yang harus dilaksanakan oleh pengembang 
atau pembangun. 

(8) Bupati dapat rnelirnpahkan kewenangan pemberian kewajiban 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (7) kepada Kepala Dinas 
Perhubungan. 
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Setiap Pengembang a tau Pcrnbangun pusat kegiatan dan/ atau usaha yang 
berpotensi men.mbulkan darnpak lalu lintas dan sudah mendapatkan izin 
sebelum berlakunya Peratu an Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku 
dan apabila terjadi perubahan site plan, harus menyesuaikan dengan 
Peraturan Bupati in . 

Pasal 26 

BAB VI 
KKfENTU AN PERALIHAN 

( 1) Sanksi administrati f beru pa peringat.an t.ertulis se bagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan 
jangka waktu masing-rnasing 30 (tiga puluh) hari kalender. 

(2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban 
setelah be· akhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) 
sebagaimana climaksucl pada ayat (1) dikenai sanksi administratif 
berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian 
sementara kegiatan selarna 30 (tiga puluh) hari kalender. 

(3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan 
kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat :2) dikenai denda paling banyak 1'% (satu per 
seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengembang 
atau Pembangun. 

(4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan 
sanksi denda adrnirrist rat if atau 90 (sembilan puluh) hari kalender 
sejak pem bayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak 
melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi pembatalan 
persetujuan AndaJalin dan/ atau perizinan berusaha. 

Pasal 25 

(2) Sanksi administ.ratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. peringatan tertu lis; 
b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum; 
c. denda adminisrratif; dan/atau 
d. pembatalan persetuj.ran Andalalin dan/ atau perizinan berusaha. 

(3) Sanksi adrninistratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disampaikan 
secara elektronik melalui sistem informasi Andalalin dan/atau secara 
langsung ol eh instansi terkait. 
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BERITA DAERAH KABLPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 33 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN PEMALANG 

MOH. SIDIK 

Pj. SEKRETARIS DACRAH 
KABUPATEN PEMALANG 

KEPALA DINAS TE~AGA KERJA, 
ttd 
cap 

Diundangk n di Pemalang 
pada tanggal 29 Desernber 2022 

MANSUR HIDAYAT 

Plt. BUPATI PEMALANG 
WAKIL BUPATI, 

cap 
ttd 

Ditetapkan di Pemalang 
pada tanggal 29 Desember 2022 
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Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 27 

BAB VII 
KETK\ITUAN PENUTUP 
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ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS 
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TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI 
KABUPATEN PEMALANG 
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1) Stasrun Kereta 

Kelas Besar 
------- 

2) Staiun Kereta . 
Kelas Sedang 

------- 
3) Stasiun Kereta 

Kelas Kecil 
--------- 

f. Pool Kendaraan. ------------- 
g. Fasilitas Parkir u 

Um um 

- 



Ukuran Minimal Kategori 
Bangkitan Lalu 

Lintas 
: I Infrastruktur lainnva: 
an Di atas 6 dispenser Bangkitan Tinggi 

(Dokumen 
Andalalin) 

3 s.d. 6 dispenser Bangkitan 
Se dang 
(Rekomendasi 
Teknis) 

1 s.d. 2 dispenser Bangkitan 
Rendah (Standar 
Teknis) 

Di atas 300 kamar Bangkitan Tinggi 
(Dokumen 
Andalalin) 

121 s.d. 300 kamar Bangkitan 
Sedang 
(Rekomendasi 
Teknis) 

75 s.d. 120 kamar Bangkitan 
Rendah (Standar 
Teknis) 

Diatas 3.000 m2 luas Bangkitan Tinggi 
lantai bangunan (Dokumen 

AndaJ.alin) 
1.000 m2 s.d. 3.000 Bangkitan 
m2 luas lantai Se dang 
ban gun an (Rekomendasi 

Teknis) 
Di atas 300 tempat Bangkitan 
duduk Se dang 

(Rekomendasi 
Teknis) 

100 s.d. 300 tempat Bangkitan 
duduk Rendah (Standar 

Teknis) 
oor Di atas 20.000 m2 Bangki tan Tinggi 

luas lantai (Dokumen 
bangunan Andalalin) 
5.001 m2 s.d. 5.000 Bangkitan 
m2 luas lantai Sedang 
ban gun an (Rekomendasi 

Teknis) 
1.000 m2 s.d. 5.000 Bangkitan 
m2 luas antai Rendah (Standar 
bangunan Teknis) 

isit Wajib Bangkitan Tinggi 
(Dokumen 
Andalalin) 

Di atas 700 kamar Bangkitan 
Sedang 
(Rekomendasi 
Teknis) 

150 s.d. 700 kamar Banzkitan 
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a 

an TOD iTrat 
d Development) 

as O 1 ah raga ( ind 
utdon 

rant 

g Perternuan 

an/l~erm~~nan 
1 Pe nzisian Bah 

'-- 

ia Pembangunan No J enis Rencar 

4. Pusat Keziat. 
a. Stasiur 

Bakar 

b. Hotel 

c. Gedun 

d. Res tau 

e. Fasilit: 
atau o 

f. Ka was 
Oriente 

g. Asram 



- 
pabila 

hitungk 
kan 50 
daraan 
padat 
mbulka 

- 
apabila 
hitungk 
kan 15 
daraan 
pad at 
mbulka 

10000 
daraan 
mya pa 
ngaruh 
ngunan 
an atai 
ng 

pe C 

pe B 

pe A 

- 
(!1yover) 

No Jenis Rencana Pemb 

- 

h. Ruko 

1. Jalan Layang 

J. Lintas Bawah 
(underpass) 

--- 
k. Terowongan (tu 

-- 

1. Jembatan 

m. Rest Area 
1) Rest Area Ti 

--- 

2) Rest Area Ti 

---- 3) Rest Area Ti 

n. Kegiatan yang c 

ternayata diper 
telah menimbul 
perjalanan (ken 
baru pada jam 
dan/atau meni 
rata-rata diatas 
perjalanan (ken 
baru setiap bar· 
jalan yang dipe 
oleh adanya ba 
atau permukim 
infrastruktur ya 
dibangun atau 
dikembangkan. 

0. Kegiatan yang a 
ternayata diper 
telah menimbul 
perjalanan (ken 
baru padajam 
dan/ a tau meni 

n Ukuran Minimal Kategori 
Bangkitan Lalu 

Lintas 
Rendah (Standar 
Teknis) 

Di atas 5.000 m2 Bangkitan 
luas lantai Se dang 
ban gun an (Rekomendasi 

Teknis) 
2.000 m2 s.d. 5.000 Bangkitan 
m2 luas lantai Rendah (Standar 
ban gun an Teknis) 
Wajib Bangkitan Tinggi 

(Dokumen 
Andalalin) 

Wajib Bangki tan Tinggi 
(Dokumen 
Andalalin) 

Wajib Bangki tan Tinggi 
(Dokumen 
Andalalin) 

Wajib Bangkitan Tinggi 
(Dokumen 

- Andalalin) 

Wajib Bangkitan Tinggi 
(Dokumen 
Andalalin) 

Wajib Bangkitan 
Se dang 
(Rekomendasi 
Teknis) 

Wajib Bangkitan 
Rendah (Standar 
Teknis) 

Wajib Bangkitan Tinggi 
ran (Dokumen 
00 Andalalin) 
) 

n 

) 
da 

1 

l 

Wajib Bangkitan 
'an Se dang 
0 (Rekomendasi 
) Teknis) 

Jl 

nnel) 
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~- SRI suBYA-:;:~;,;, MSi 
..........._ __ .... Pembina Tingkat I 
NIP. i~m,seg.1"8 199203 1 006 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEMALANG 

MANSUR HIDAYAT 

Plt. BUPATI PEMALANG, 
WAKIL BUPATI 

ttd 
cap 

Ukuran Minimal Kategori 
Bangkitan Lalu 

Lintas 

L 

Wajib Bangkitan 
11 Rendah (Standar 

Teknis) 
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1 diatas 3000 - 
rjalanan 
aan] baru set.iap 
pad a · alan yang 
ruhi oleh adanys 
111 atau 
iman atau 
uktur yang 
n atau 
g!_g~ar! _ 
1 yang apabila 
ta diperhitungka 
enimbulkan 100 
an (kendaraan) 
dajam padat 
LU rnenimbulkan 
a diatas 700 
an (kendaraan] 
tiap harinya pada 

ang dipengaruhi 
anya bangunan 
rmukiman atau 
uktur yang 

gun atau 
~){an _ 

a Pembangunan No Jenis Rencan. 

rata-rat: 
4000 pc 
(kendar. 
harinya 
dipenga 
bangun. 
permuki 
infrastr 
dibangu 
dikemb: 

p. Kegiatai 
ternaya 
telah m 
perjalan 
baru pa 
dan Zats 
rata-rat 
perjalan 
baru se 
jalan y 
oleh ad. 
atau pe 
infrastr 
di ban 
dikemb 



4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan 
berkas persyaratan sebagai berikut : 
a. Permohonan Persetujuan Dokumen Andalalin; 
b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan; 

3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan 
untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan 
permohonan persetujuan ANDALALIN pembangunan/ 
pengembangan (diisi nama obyek yang akan dibangun/ 
dikembanqkans, 

2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami 
selaku pengembang/pembangun yaitu PT idiisi nama 
perusahaan pengembang/ pembangun) berencana akan 
membangun / mengembangkan . . . . . . . . . . . ( diisi nama obyek yang 
akari dibanqun/ clikembangkan) yang terletak di jalan . 
( diisi nama jalan/ RT I RW I Keluarhan/ Kecamatan/ Kabupaten) 
yang merupakan jalan kabupaten/kota dan atau jalan desa. 

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah 
diubab derigan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta kerja, clan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 
tentang Peny lenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil 
Andalalin, maka pengembang atau pembangun harus 
menyampaikan hasil Andalalin kepada Bupati Pemalang. 

PEMALANG 
di- 

Yth. BUPATI PEMALANG 
Cq. Kepala Dinas 
Perhubungan Kabupaten 
Pemalang 

1 ( satu) berka s 
Permohonan Persetujuan 
ANALISIS DAMPAK LALU 
LINTAS 

Kepada Norn or 
Lampiran 
Perihal 

............ , 20 . 

(KOP / NAMA PERUSAHAAN / INSTANSI) 

FORMAT SUR!\T PERMOHONAN PERSETUJUAN 
DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR 3~ TAHUN 2022 
TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI 
KABUPATEN PEMALANG 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA B.'\GIAN HUKUM 

SETDA K.A.BUPATJ~N PEMALANG 

MANSUR HIDAYAT 

Plt. BUPATI PEMALANG 
WAKIL BUPATI, 

ttd 
cap 

*) pilih yang sesuai 

Tembusan Yth : 
Bupati Pernalang. 

Nama Pemohon 

Tandatangan dan Stempel 

Pemohon, 

5. Demikian perrnohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan 
kerjasarnanya. karni ucapkan terima kasih. 

c. Bukt.i Kesesuaian Tata Ruang dan/ atau Izin Pemanfaatan 
Ruang; 

d. Garnbar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan DED 
Bangunan yang Diusulkan; 

e. Foto kondisi lokasi pembangunan baru atau 
pengernbangan: dan 

f. Dokurnen Hasil ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS 
pengembang / pembangun... yang dikerjakan oleh 
Konsultan PT./CV... (diisi nama perusahaan konsultan 
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS) 
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MANSUR HIDAYAT 

Plt. BUPATI PEMALANG 
WAKIL BUPATI, 

ttd 
cap 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEMALANG 

Nama 
Pangkat 

NIP 

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 
KABUPATEN PEMALANG 

2. Demikian clisampakan, untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

1. Berdasarkan Serita Acara Pembahasan Dokumen Analisis 
Dampak La~...1 Lintas Pembangunan (Pengembang) Nomor ; 
. . . .. .. .. .. . . .. . .. . tanggal .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . dan Surat Pernyataan 
Kesanggupan Nomor : Tanggal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dengan ini kami menyatakan menyetujui 
perrnohonan analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) 
pembangunan/ pengembangan (nama pengembang) yang 
berlokasi i .Jalan , Desa , Kecamatan , 
Provinsi .Jawa Tengah yang diajukan oleh 
( Peru sahaan / Pengembang) 

PEMALANG 
di- 

Y th. Pim pinan / Direktur / Kepala 
( Organisasi / Perusahaan / Ins 
tansi) 

I (satu) ber as 
Persetujuan Hasil 
Dokumen Analisis 
Dampak Lal t Lintas 

Kepada Nomor 
Lampiran 
Perihal 

............ , 20 . 

KOP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG 

FORMAT SURAT PERSETUJUAN HASIL ANDALALIN 

LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR 33 TAHUN 2022 
TENTANG PENYELENG·GARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI 
KABUPATEN PEMALANG 
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Nomor SOP 
Tgl. 
Pembuatan 
Tgl. Revisi 
Tgl. Efektif 
Disahkan oleh BUPATI PEMALANG 
Nama SOP Persetujuan hasil 

Andalalin 
Kualifikasi Pelaksana : 
KEPALA DINAS : 
Pejabat yang diberi kewenangan untuk 
memberikan rekomendasi Pembangunan 
dan/atau Pengembangan Pu sat 
Kegiatan, Permukiman, dan 
Infrastruktur dalam rangka Analisis 
Dampak Lalu Lintas 

- 
KEPALA BIDANG LALU LINTAS : 
Pejabat yang berdasarkan Keputusan 
Kepala Dinas bertanggungjawab untuk 
melakukan pengawasan proses kegiatan 

TIM EVALUASI PENILAI: 
Tim Evaluasi Penilai adalah Tim yang 
menilai dan mengevaluasi dokumen 
hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang 
disampaikan oleh 
pengembang/ pembangun 

PENGEMBANG / PEMBANGUN : 
Orang, badan hokum, kelompok orang 
atau perkumpulan yang menurut hokum 
sah sebagai pemilik yang akan 
membangun a tau mengembangkan 
pusat kegiatan 

I 
- 

6. Peraturan Direktur .Jenderal 
Perhubungan Darat Nomor 
SK.4457 / KP. lOB / DR~TD / 
2017 tentang Perubal.an 
Atas Direktur .Jenderal 
Perhubungan_ Darat __ Nomo..!:_J 

---~~--------------------- 

5. Peraturan Di ektur .Jenderal 
Perhubungan Darat Nomor 
SK.2012 / KP.108 / DR,JD / 
2015 ten tang Kornpetcnsi 
Penyusunan Anal: sis 
Dam ak Lalu Lintas 

---------------------- - 

4. Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 17 
Tahun 2021 ten tang 
Penyelenggaraan Analisis 
Dampak Lalu Lintas 

f----------------- ----------- 

2. Peraturan Men teri 
Perhubungan Nomor PM 17 
Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Analisis 
Dampak Lalu Lintas _ 

3. Pera tu ran Men teri 
Perhuburigan Nomor PM 17 
Tahun 2021 tent.ang 
Penyelenggaraan Analisis 
Dampak Lalu Lin tas 

------------- ---------- 

Dasar Hukum : ------------------ - -- 
1. Peraturan Ienteri 

Perhubungan Nomor p· I 17 
Tahun 2021 ten tang 
Penyelenggaraan Analisis 
Dampak Lalu Lintas 

-----~----------------------- 

SOP 
DIN AS 

PERHUBUNGAN 
KABUPATEN 
PEMALANG 

~-------------- ----------- 

STANDAR OPERASIONAL [MN PROSEDUR PENILAIAN DOKUMEN HASIL 
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR 33 TAHUN 2022 
TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI 
KABUPATEN PEMALANG 
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Peralatan I Perlengkapan: 
1. Komputer /laptop 
2.GPS 
3. Kamera 
4. Alat Survey 
5. Internet 
6. Telepon 
7. Printer 
Perencanaan, Pencatatan dan Pendataan 

Arsip 
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'------------------------------ 
1----------------- --------- 

Peringatan : 
>---------------· ----------·-- 

1---------------- ------- 

SK.2012 / J ·P.108 I DR,JD / 
2015 tentang Kompetensi 
Penyusunan Analisis 

~_Dampak Lalu Lintas _ 
Keterkaitan : 

,--------------- ------- 
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{Nama Lengkap) 

Plt.BUPATI PEMALANG 
WAKIL BUPATI, 

ttd 
cap Salinan sesuai dengan asli ya 

KEPALA BAG[AN HUKUM 
SETDA KABUPATEN PEMALANG 

!-------~-~ 
---A1"'".:. -==··--==~- 

~ SUBY A TO, SH, ~Si 
Pem a Tingkat l 

NTP 1 QF.c;(Y) 1 R 1 QQ'J(l~ 1 ()1"1(-,, 

Materai Rp. 10.000 

Pembangun/ Pengembang 

Tandatangan dan Stempel 
Perusahaan / Instansi 

{ tempat), { tanggaij ( bulan) { tahun) 

Demikian Surat Pernvataan Kcsanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya 
dan dengan penu r~sa tanggung jawab dan ap~bila di~emudian ~ari tidak 
mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan 
sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. 

1. ···················· ··········· ····················································· . 
2. . . 
3. dst. 

Dalam hal ini tertindak untuk dan atas nama (nama Pembangun atau 
Pengembang: Pemeri.ntah J BU.'MN I Lembaga / Swasta / Perseorangan), 
bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis 
Dampak Lalu - intas (AN.t LISIS DAMPAK LALU LINTAS), Nomor 
. . .. . . .. .. ... . .. . . . . . . . .. .anggal . . . . . . . . . . bulan .. .. .. .. .. tahun . . .. . ten tang Kegiatan 
.......................... (nama kegiatcm/ obyek yang akan dibangun/ dikernbangkan), 
dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua 
kewajiban, yaitu: 

Nama 
Jabatan 
Alamat 

Saya yang bertai da tangan di bawah ini : 

FORMAT SURAT =>ERNYATAAN KESANGGUPAN 

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN 
Nomor . 

MANSUR HIDAYAT 

DI LINT AS LALU DAMPAK AN ALI SIS 

LAMPIRAN V 
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR 33 TAHU_\1 2022 
TENTANG PENYELENGGARAAN 
KABUPATEN PEMALA>TG 
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